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Pendahuluan
• Kejadian bencana setiap tahun ke tahun selalu menjadi sejarah bagi Indonesia. Pada akhir tahun 2025 tepatnya pada bulan

oktober terjadi banjir bandang di daerah Sumatra yang mengakibatkan 3 provinsi terdampak yaitu Aceh, Sumatera Barat,
dan Sumatera Utara. Banjir bandang Sumatra menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 6.4 triliun dan korban yang
meninggal akibat bencana banjir bandang Sumatra yaitu 1.204 sementara itu korban hilang sebanyak 140 jiwa, sedangkan
untuk jumlah pengungsi sebanyak 105.842. Banyak korban dan kerugian dari bencana banjir bandang Sumatera tersebut,
namun sampai saat ini bencana banjir bandang tersebut belum di tetapkan sebagai bencana nasional karena penangan yang
terjadi dianggap masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat. Dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (2), penetapan status dan tingkat bencana didasarkan pada beberapa indikator,
yang meliputi jumlah korban, besarnya kerugian, tingkat kerusakan, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkan. Namun indikator tersebut belum memiliki ukuran yang jelas sehingga terdapat perbedaan
penetapan status pada bencana-bencana besar di Indonesia, seperti tsunami Aceh dan lumpur lapindo yang ditetapkan
sebagai bencana nasional, sedangkan gempa dan tsunami Palu serta banjir bandang Sumatera tidak ditetapkan sebagai
bencana nasional.
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Rumusan Masalah
Ketidakpastian dalam penerapan tolak ukur penetapan status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan politik hukum untuk memahami pengaturan penetapan status bencana nasional serta kebijakan
negara dalam menerapkan indikator penetapan status bencana nasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum
primer, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Keputusan
Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Aceh dan
Sumatra Utara sebagai Bencana Nasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan
berita dari media massa. Bahan hukum diolah secara deskriptif kualitatif untuk menganalisis kejelasan tolak ukur penetapan
status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang bertujuan mengetahui adanya
ketidakpastian hukum dalam penerapan status bencana nasional di Indonesia.
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Hasil dan Pembahasan
1. Tolak ukur Bencana Nasional di Indonesia

Pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah
Indonesia belum memiliki regulasi khusus maupun perencanaan yang secara spesifik mengatur tentang upaya penanggulangan
risiko bencana. Salah satu langkah awal negara untuk penanggulangan bencana yaitu dengan pembentukan Badan
Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966, yang
berfungsi mendukung pemerintah dalam penanganan keadaan darurat dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penentuan suatu peristiwa sebagai bencana nasional sering
dilakukan melalui Keputusan Presiden berdasarkan dampak yang luar biasa besar dan tidak mampu ditangani oleh pemerintah
daerah sendiri contohnya adalah pada penetapan Tsunami Aceh 2004 melalui Keputusan Presiden yang menetapkan kejadian
itu sebagai bencana nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum utama di Indonesia yang
mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan prinsip penyelenggaraan yang terencana, terkoordinasi, dan
menyeluruh. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menetapkan indikator yang harus dipenuhi dalam
penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan
prasarana dan sarana, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi yang menjadi tolak ukur awal dalam menentukan
status bencana.
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Hasil dan Pembahasan
Peraturan Pemerintahan No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur secara teknis
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tiga tahapan utama, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Peraturan Pemerintahan No. 21 Tahun 2008 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya
pada masa tanggap darurat.

Dalam menentukan bencana nasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
didasarkan pada penilaian skala dan dampak bencana yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana
dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi. Penetapan status darurat bencana dilakukan sesuai
dengan skala bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undag-Undang No 24 Tahun 2007, yaitu oleh Presiden untuk skala
nasional, gubernur untuk skala provinsi, dan bupati/wali kota untuk skala kabupaten/kota.
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Hasil dan Pembahasan
2. Praktek penentuan status bencana di indonesia pasca Undang-Undang No. 24 tahun 2007

• Bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 pagi sekitar pukul 07:58 WIB. Korban Tsunami Aceh 2004
tersebut sekitar 280.000 korban meninggal dan hilang, dengan lebih dari 200.000 korban terjadi di Indonesia, terutama di
Provinsi Aceh. Total kerugian dari bencana Tsunami Aceh ini mencapai sekitar 51,4 Triliun. Dampak sosial dan ekonomi
yaitu terjadi kelangkaan pangan dan air bersih, munculnya wabah penyakit, ekonomi lokal rusak parah, serta
melumpuhkan sektor perikanan dan pariwisata. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai bencana nasional melalui
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004. Keputusan negara untuk menetapkan tsunami Aceh sebagai bencana
nasional didasarkan pada pertimbangan mengenai skala bencana, jumlah korban jiwa, luas wilayah terdampak, besarnya
kerugian, serta ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana tersebut.

• Bencana gempa bumi Yogyakarta terjadi pada 27 Mei 2006 pagi sekitar pukul 05.54 WIB. Korban gempa Yogyakarta
2006 tercatat lebih dari 5.774 orang meninggal dunia dan 192.534 mengalami luka-luka. Kerugian bencana yang timbul
akibat gempa diperkirakan 29,1 Triliun. Dampak sosial dan ekonominya yaitu pengungsian akibat banyaknya rumah yang
tidak layak huni, serta kerusakan terhadap sektor pariwisata yang cukup parah seperti Candi Prambanan dan Makam
Imogiri.Dalam kasus gempa Yogyakarta tahun 2006, meskipun menimbulkan dampak besar, status yang diberlakukan
saat itu adalah tanggap darurat karena pemerintah daerah Yogyakarta dinilai masih mampu menangani penanganan awal
dengan dukungan pusat
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Hasil dan Pembahasan
• 29 Mei 2006 semburan lumpur panas keluar dari tanah di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur

panas ini menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp45 triliun. Kerusakan yang ditimbulkan
menenggelamkan banyak wilayah permukiman, lahan dan ternak, 30 pabrik tergenang, ditutupnya jalan tol Surabaya-
Gempol sepanjang 6 Km, tiga kantor pemerintahan tidak berfungsi.Pemerintah merespons bencana lumpur pada tahun
2006 dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo melalui Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 13 Tahun 2006. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) sebagai respon resmi pemerintah terhadap krisis ini

• Bencana gempa bumi Palu terjadi pada 28 September 2018 pukul 17.02 WITA, gempa bumi berkekuatan 7,5 skala
magnitude momen yang diikuti dengan tsunami yang melanda Pantai barat Pulau Sulawesi. Korban gempa dan tsunami
Palu 2018 tercatat lebih dari 4.340 orang meninggal dunia dan hilang, lebih dari 4.600 orang mengalami luka-luka, serta
sekitar 223.000 lebih penduduk mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi yang timbul akibat
bencana ini diperkirakan mencapai sekitar Rp13,82 triliun hingga Rp18,48 triliun.Pemerintah Indonesia tidak menetapkan
gempa dan tsunami Palu sebagai bencana nasional. Salah satu pertimbangan utama adalah bahwa struktur pemerintahan
daerah masih tetap berfungsi pascabencana.
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Hasil dan Pembahasan
• Akhir tahun 2025 pada bulan Oktober terjadi banjir bandang di daerah Sumatra yang mengakibatkan 3 provinsi

terdampak yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Banjir bandang Sumatra menyebabkan kerugian ekonomi
mencapai 68,67 triliun. Korban yang meninggal akibat bencana banjir bandang Sumatra yaitu 1.204 sementara itu korban
hilang sebanyak 140 jiwa, sedangkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 105.842.Masyarakat dan sejumlah pihak
menyuarakan agar pemerintah segera menaikkan status penanganan banjir Sumatra menjadi bencana nasional. Namun
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dinilai masih mampu menghadapi dan menangani dampak
banjir serta longsor di tiga provinsi terdampak tersebut. Banjir bandang tersebut belum ditetapkan sebagai bencana
nasional karena pemerintah menilai penanganan masih dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dukungan
sumber daya dan koordinasi dari pemerintah pusat



10

Hasil dan Pembahasan
2.1 Pertimbangan Penentuan Status Bencana Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa penentuan status bencana nasional didasarkan pada lima
indikator, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta
dampak sosial dan ekonomi. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan tolak ukur yang jelas untuk setiap
indikator sehingga belum ada batas yang pasti dalam penetapan status bencana nasional.

Dalam praktiknya, penetapan status bencana nasional tidak hanya didasarkan pada lima indikator tersebut. Pemerintah
juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana, kondisi pemerintahan setelah
bencana, serta hasil koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, dan kementerian atau lembaga terkait sebelum
memberikan rekomendasi kepada Presiden.

Perbandingan beberapa peristiwa bencana menunjukkan bahwa penetapan status bencana nasional belum dilakukan
secara konsisten. Tsunami Aceh dan Lumpur Lapindo ditetapkan sebagai bencana nasional, sedangkan gempa
Yogyakarta, gempa dan tsunami Palu, serta banjir bandang Sumatra tidak ditetapkan sebagai bencana nasional
meskipun memenuhi sebagian besar indikator dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya ketidakpastian hukum sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai tolak ukur
penetapan status bencana nasional.
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Hasil dan Pembahasan
3. Keterkaitan Penetapan Bencana Nasional Pada Kasus Bencana Banjir Bandang Sumatra.

Banjir bandang Sumatra tahun 2025 mengakibatkan dampak yang sangat besar, meliputi banyak korban jiwa, kerugian
ekonomi, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta terganggunya kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, peristiwa ini telah memenuhi indikator penetapan status bencana
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Meskipun memenuhi indikator tersebut, pemerintah tidak menetapkan banjir bandang Sumatra sebagai bencana
nasional. Pemerintah menilai bahwa penanganan bencana masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
dukungan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan pembiayaan negara karena
penetapan status bencana nasional akan menambah tanggung jawab pemerintah pusat dalam pembiayaan penanganan
dan pemulihan bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada indikator dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dan pertimbangan anggaran
negara. Kondisi ini menunjukkan belum adanya tolak ukur yang jelas dalam penetapan status bencana nasional
sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas agar penetapan status bencana dilakukan secara objektif, konsisten,
dan memberikan kepastian hukum.
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Kesimpulan
Penetapan status bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum mempunyau
kriteria yang jelas dan terukur, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada pertimbangan pemerintah di luar
indikator yang tercantum di Pasal 7 ayat (2), seperti kemampuan pemerintah daerah, situasi pasca-bencana, dan
pertimbangan kebijakan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlihat dari perbedaan cara suatu
peristiwa dikategorikan sebagai bencana di Indonesia. Misalnya, banjir bandang di Sumatra memenuhi semua
kriteria yang tercantum dalam undang-undang, tapi tidak secara resmi dinyatakan sebagai bencana nasional.
Situasi ini menunjukkan perlunya regulasi lebih lanjut melalui Peraturan Presiden, seperti disebutkan di Pasal 7
ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, agar penetapan status bencana nasional memiliki kriteria yang
jelas, dilaksanakan secara konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan tanggap darurat
bencana.
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Temuan Penting Penelitian
Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum memberikan
tolak ukur yang jelas untuk setiap indikator penetapan status bencana nasional. Akibatnya, pemerintah
menggunakan pertimbangan lain, seperti kemampuan pemerintah daerah, kondisi pemerintahan, dan kemampuan
pembiayaan negara dalam menetapkan status bencana nasional. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan
penetapan pada beberapa peristiwa bencana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan status
bencana nasional.
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Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai penetapan status bencana nasional berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi
penelitian selanjutnya serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun pengaturan yang lebih jelas agar
penetapan status bencana nasional dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.
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